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PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 75 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT)

LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2014

Menimbang :

Mengingat

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 01
mengenai Penyajian Laporan Keuangan menyatakan
bahwa Laporan Keuangan disajikan secara komparatif;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan  Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah Pasal 9 yang menyatakan bahwa
Pemerintah daerah menyajikan kembali LRA, Neraca dan
LAK tahun sebelumnya pada tahun pertama penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 64 Tahun 2013 Pasal 10 ayat (2) menyatakan
bahwa Penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah
daerah paling lambat mulai Tahun Anggaran 2015;

bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf
a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyajian Kembali
(Restatement) Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat
Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun
2014 Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
9, Sebagai Undang — Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);



Menetapkan :

10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negera Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Tahun 2005
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011
Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi
Pemerintahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYAJIAN
KEMBAL! (RESTATEMENT) LAPORAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2014
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang
selanjutnya disingkat BPK RI adalah lembaga tinggi
Negara dalam sistem kenegaraan Indonesia yang memiliki
wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan Negara.

Penyajian Kembali (Restatement) Laporan Keuangan
adalah perlakuan akuntansi atas penyajian laporan
keuangan, karena adanya perubahan estimasi akuntansi
(changes in accounting estimates), kesalahan mendasar
(fundamental errors), dan perubahan kebijakan akuntansi
(changes in accounting policies).

Perubahan Estimasi Akuntansi (Changes in Accounting
Estimates) adalah perubahan estimasi atas akun dalam
akuntansi yang tidak dapat diukur dengan tepat, seperti
piutang tidak tertagih, persediaan yang usang, nilai wajar
aset tetap dan umur manfaat dari aset tetap.

Kesalahan Mendasar (Fundamental Errors) adalah
kesalahan dalam laporan keuangan dapat bersifat
material yang tidak sesuai dengan standar akuntansi
yang berlaku dan kesalahan non material yang biasanya
disengaja untuk kepentingan tertentu seperti untuk
mencapai suatu penyajian laporan posisi keuangan,
kinerja keuangan, atau arus kas tertentu.

Perubahan Kebijakan Akuntansi (Changes in Accounting
Policies) adalah penerapan suatu kebijakan akuntansi
yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan
atau standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya
disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah.

SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui
pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam
pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui
pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan
dalam APBD.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang
selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul,
nomor dan tanggal efektif.



10. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan
dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah
daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk
memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam
rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan
terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari
prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain
untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis
transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di
lingkungan organisasi pemerintahan daerah.

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat
transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan
saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas
atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang
mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis
kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis
akrual.

Laporan  Realisasi Anggaran yang  selanjutnya
disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan
informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer,
surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa
lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu
periode.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang
selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang
menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL
tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA,
koreksi dan SAL akhir.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi
keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang
dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO
adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai
seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan
yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan
surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan
yang penyajiannya disandingkan dengan periode
sebelumnya.

Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu
periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada
tanggal pelaporan.
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Laporan Perubahan Ekuitas yang  selanjutnya
disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi
mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas
awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya
disingkat CalLK adalah laporan yang menyajikan
informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau
analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA,
LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka
pengungkapan yang memadai.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada
pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna
barang.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada
pemerintah daerah selaku pengguna anggaran, pengguna
barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan
daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai bendahara umum daerah.

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas
Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang
menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar
kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas
Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih
dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah
daerah.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi
jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas,
yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau
timbulnya kewajiban.

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada
pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah
yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian
atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan atau akibat lainnya yang sah.

Beban dibayar dimuka adalah beban yang telah dibayar
namun masih memberikan manfaat di masa depan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung
kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-
barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
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Investasi jangka panjang adalah investasi yang
dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas)
bulan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi non permaen adalah investasi jangka panjang
yang tidak termasuk dalam investasi permanen.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan
dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan
oleh masyarakat umum.

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik
tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik
serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan
barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya
termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset lainnya - Aset yang dikerjasamakan adalah aset milik
pemerintah daerah yang berstatus kemitraan dengan
pihak ketiga.

Aset lainnya - Aset Rusak Berat/Hilang/Dalam
Penelusuran adalah aset tetap yang dihentikan dari
penggunaan aktif  pemerintah daerah karena
hilang/dalam penelusuran atau rusak berat sehingga
tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan.

Kewajiban jangka pendek adalah utang yang timbul dari
peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan
aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah,
jika diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu
12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Pendapatan diterima dimuka adalah pembayaran yang
telah diterima oleh Pemerintah Daerah namun
Pemerintah Daerah belum memiliki hak atas pembayaran
yang diterima tersebut.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah
daerah.

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan
pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan
operasional pemerintah daerah selama satu periode
akuntansi.

Aktivitas investasi aset nonkeuangan adalah aktivitas
penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk
perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset
nonkeuangan lainnya.

Aktivitas pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas
yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas
yang akan diterima kembali yang mengakibatkan
perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka
panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah
sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan
surplus anggaran.



44.

45.

46.

Aktivitas non anggaran adalah aktivitas penerimaan dan
pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran
pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah
daerah.

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan atau
pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas
operasi, investasi, dan pendanaan.

Laporan Keuangan Komparatif adalah laporan keuangan
yang menyajikan perbandingan antara komponen-
komponen laporan keuangan tahun tertentu dengan
tahun sebelumnya.

BAB Il
TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi SKPD dalam
rangka penyajian kembali (restatement) Laporan Keuangan
Tahun 2014 pada penyajian laporan keuangan Tahun 2015.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.

penyajian kembali (restatement) akun-akun dalam
Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Tahun 2014; dan

penyajian komparatif Laporan Keuangan SKPD dan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015.

BAB IV

PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) LAPORAN KEUANGAN

TAHUN 2014

Pasal 4

(1) Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Tahun 2014 perlu dilakukan

penyajian kembali karena terdapat pengaruh yang

signifikan terhadap penyajian laporan keuangan yang

disebabkan oleh:

a. perubahan Estimasi Akuntansi (Changes in
Accounting Estimates);

b. kesalahan Mendasar (Fundamental Errors); DAN

c. perubahan Kebijakan Akuntansi (Changes in
Accounting Policies).



(2) Untuk memberikan informasi keterbandingan laporan

keuangan antar periode karena adanya perubahan
estimasi akuntansi (changes in accounting estimates),
kesalahan mendasar (fundamental errors), dan perubahan
kebijakan akuntansi (changes in accounting policies)
sebagaimana pada ayat (1), laporan keuangan Tahun
2015 dan tahun selanjutnya disajikan secara komparatif
dengan tahun sebelumnya.

Pasal 5

Penyajian kembali (restatement) Laporan Keuangan SKPD
dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
pada neraca, mencakup:

- B N

piutang;

beban dibayar dimuka;

persediaan;

investasi jangka panjang;

aset tetap;

aset tidak berwujud;

aset lainnya-aset yang dikerjasamakan,;

aset lainnya-aset rusak berat/hilang/dalam penelusuran;
kewajiban jangka pendek;

ekuitas.

Pasal 6

Penyajian kembali (restatement) pada laporan arus kas
meliputi:

a.

b.

Reklasifikasi arus kas dari aktifitas investasi aset non
keuangan ke arus kas dari aktifitas investasi.

Reklasifikasi arus kas dari aktifitas pembiayaan ke arus
kas dari aktifitas investasi berupa:

1) Investasi/divestasi Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah;

- 2) Penerimaan kembali/pengeluaran Investasi Non

Permanen; dan
3) Pembentukan/pencairan Dana Cadangan.
Reklasifikasi arus kas dari aktifitas pembiayaan ke arus
kas dari aktifitas pendanaan, berupa:
1) Penerimaan Utang; dan
2) Pembayaran Pokok Utang.

Reklasifikasi arus kas dari aktivitas non anggaran ke
arus kas dari aktifitas transitoris.



(1)

(2)

(3)

(1)
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(3)

(4)

BAB V
PENYAJIAN KOMPARATIF LAPORAN KEUANGAN

Pasal 7

Laporan keuangan Tahun 2015 yang disajikan secara
komparatif dengan laporan keuangan Tahun 2014
meliputi:

a. Neraca;

b. Laporan Arus Kas; dan

c. Laporan Realisasi Anggaran,;

Laporan keuangan Tahun 2015 yang tidak disajikan
secara komparatif dengan laporan keuangan Tahun 2014
meliputi:

a. Laporan Operasional;

b. Laporan Perubahan Ekuitas; dan

c. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

Laporan keuangan tahun-tahun berikutnya meliputi
Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,
Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan
SAL, dan Laporan Arus Kas, selanjutnya disajikan
secara komparatif dengan laporan tahun sebelumnya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Kepala SKPKD dan Kepala SKPD bertanggung jawab atas
penyajian kembali (restatement) laporan keuangan Tahun
2014 yang telah diaudit oleh BPK RI.

Inspektorat melakukan review atas penyajian kembali
(restatement) laporan keuangan Tahun 2014 yang telah
diaudit oleh BPK RI.

Langkah kerja penyajian kembali (restatement) Laporan
Keuangan dan format Laporan Keuangan yang telah
disajikan kembali (restated) tercantum dalam lampiran
Peraturan Bupati ini.

Penyajian Kembali (restatement) Laporan Keuangan SKPD
dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selain tahun
2014, dapat dilakukan jika diperintahkan oleh Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini dinyatakan berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 30 November 2015

Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
ttd
H. CHAIRIL ANWAR
Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 1 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

Ir. H. MARLI, M.Si
NIP. 19590206 198802 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2015 NOMOR 75

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
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LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 75 TAHUN 2015 TANGGAL 30 NOVEMBER 2015
TENTANG PEDOMAN PENYAJIAN KEMBALI
(RESTATEMENT) LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2014 KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA

A. PENDAHULUAN

Maksud dan tujuan Penyajian Kembali Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1.

Adanya Perubahan Kebijakan Akuntansi

Dengan diterapkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan pada tahun 2015, terjadi perubahan basis
akutansi dari yang sebelumnya akuntansi berbasis Kas menuju Akrual
(Cash Toward Accrual) menjadi Akuntansi berbasis Akrual (Accrual
Basis). Oleh sebab itu penyajian kembali (Restatement) periu dilakukan.

Untuk Tujuan Komparatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Tahun 2014 yang disajikan kembali akan menjadi
saldo awal tahun 2015 sehingga laporan keuangan keuangan tahun
2015 dapat disajikan secara komparatif dengan laporan keuangan
tahun 2014.

Jenis Laporan Keuangan yang harus disajikan kembali agar dapat
mencapai tujuan komparatif adalah:

1. Neraca

Laporan keuangan yang substansinya perlu untuk di-restated
(disajikan kembali) adalah Neraca, karena terdapat perubahan yang
substansial di neraca dalam hal pemerintah daerah belum menerapkan
“full accrual basis”.

Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas perlu disajikan kembali dalam pengelompokan jenis
arus kas masuk dan keluar, karena terdapat perbedaan dalam
pengelompokan jenis arus kas masuk dan arus kas keluar.

Penyajian kembali diperlukan untuk pos-pos neraca yang kebijakannya
belum mengikuti basis akrual penuh. Karena untuk penyusunan
neraca ketika pertama kali disusun dengan basis akrual, neraca akhir
tahun periode sebelumnya masih menggunakan basis kas menuju
akrual (cash toward accrual), maka perlu disajikan kembali antara lain
untuk akun sebagai berikut:

1. Piutang
Piutang perlu disajikan kembali bila neraca per 31 Desember 2014
belum menyajikan piutang dan penyisihan piutang.

2. Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka perlu disajikan kembali bila neraca per 31
Desember 2014 belum menyajikan beban yang memberikan
manfaat di masa depan sebagai beban dibayar dimuka.

3. Persediaan

Persediaan perlu disajikan kembali bila metode penilaian
persediaan pada neraca per 31 Desember 2014 menghasilkan nilai
yang berbeda apabila dihitung dengan metode yang digunakan pada
neraca per 31 Desember 2015.



4. Investasi Jangka Panjang
Investasi Jangka Panjang perlu disajikan kembali bila metode
pencatatan investasi jangka panjang pada neraca per 31 Desember
2014 berbeda dengan metode yang digunakan pada neraca per 31
Desember 2015.

5. Aset Tetap

Aset Tetap perlu disajikan kembali dengan nilai perolehan,
akumulasi penyusutan dan nilai buku per 31 Desember 2014
dengan menggunakan metode dan tarif penyusutan yang dipakai
sesuai kebijakan akuntansi Tahun 2015.

6. Aset Tidak Berwujud
Aset Tidak Berwujud perlu disajikan kembali dengan menyajikan
nilai perolehan, akumulasi amortisasi dan nilai buku per 31

Desember 2014 dengan menggunakan metode dan tarif amortisasi
yang dipakai sesuai kebijakan akuntansi Tahun 2015.

7. Aset Lainnya - Aset yang dikerjasamakan
Aset Lainnya - Aset yang dikerjasamakan selain tanah perlu
disajikan kembali dengan nilai perolehan, akumulasi penyusutan
dan nilai buku per 31 Desember 2014 dengan menggunakan
metode dan tarif penyusutan yang dipakai sesuai kebijakan
akuntansi Tahun 2015.

8. Aset Lainnya - Aset Rusak Berat/Hilang/Dalam Penelusuran

Aset ini perlu perlu disajikan kembali dengan nilai perolehan,
akumulasi penyusutan dan nilai buku per 31 Desember 2014
dengan menggunakan metode dan tarif penyusutan yang dipakai
sesuai kebijakan akuntansi Tahun 2015. Aset ini selanjutnya
dihentikan penyusutannya mulai Tahun 2015.

9. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek perlu disajikan kembali bila neraca per
31 Desember 2014 belum menyajikan kewajiban jangka pendek
yang timbul sebagai hutang yang harus dibayar atas manfaat yang
telah diterima.

10. Ekuitas

Ekuitas perlu disajikan kembali karena terdapat perbedaan dalam
pengklasifikasian akun ekuitas menurut kebijakan akuntansi
berbasis kas menuju akrual dengan kebijakan akuntansi berbasis
akrual, dan perbedaan (penurunan) nilai ekuitas sebagai dampak
penyajian kembali atas akun aset dan kewajiban di atas.

B. PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) LAPORAN KEUANGAN
1. TAHAPAN PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) NERACA SKPD

Langkah kerja SKPD untuk penyajian kembali (restatement) akun-akun
neraca SKPD per 31 Desember 2014 audited sebagai berikut:

a. Piutang
1) memperoleh saldo piutang per 31 Desember 2014 audited,
BPKAD;

2) melakukan pencatatan dan verifikasi atas saldo piutang per 31
Desember 2014 audited,;

3) melakukan identifikasi atas piutang per 31 Desember 2014 yang
belum tercatat dalam saldo piutang per 31 Desember 2014
audited,



4) membuat mutasi tambah dan kurang atau jurnal koreksi atas
perubahan saldo piutang per 31 Desember 2014 audited
berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi;

5) melakukan perhitungan penyisihan piutang per 31 Desember
2014 atas saldo piutang per 31 Desember 2014 audited setelah
verifikasi dan identifikasi sebagai dasar penyajian kembali nilai
piutang dan penyisihannya;

6) perhitungan penyisihan piutang mengacu pada Peraturan
Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara,
sebagai berikut:

a) penyisihan Piutang Pajak

Taksiran
No Umur Kualitas Piutang Piutang Tak
Tertagih
1 | 0-1 tahun Lancar 0%
2 | Diatas 1- 2 tahun ﬁ&m dengan 10%
3 | Di atas 2-3 tahun | Kurang Lancar 25%
4 | Di atas 3-4 tahun | Diragukan 50%
5 | Di atas 4 tahun Macet 100%
b) penyisihan Piutang Retribusi
Taksiran
No Umur Kualitas Piutang Piutang Tak
Tertagih
1 | 0-1tahun Lancar 0%
2 | Diatas 1-2 tahun | Lonicar Dengan 10%
Perhatian Khusus
3 | Di atas 2-3 tahun | Kurang Lancar 25%
4 | Di atas 3-4 tahun | Diragukan 50%
5 | Di atas 4 tahun Macet 100%

c) penyisihan piutang yang berasal dari perikatan, pemberian
pinjaman, penjualan dan pemberian fasilitas jasa, transfer
antar pemerintah, karena ganti rugi, dan piutang lainnya.

Taksiran
No Umur Kualitas Piutang Piutang Tak

Tertagih

1 | O-1 tahun Lancar 0%

2 | Di atas 1-2 tahun | Kurang Lancar 25%

3 | Di atas 2-3 tahun | Diragukan 50%

4 | Diatas 3 Tahun Macet 100%

d) penyisihan piutang BLUD diatur dengan ketentuan yang
mengatur tentang BLUD.

7) membebankan dampak dari penyajian kembali penyisihan
piutang ke ekuitas.

b. Persediaan

1) memperoleh saldo persediaan per 31 Desember 2014 audited
dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah:

2) melakukan pencatatan dan verifikasi atas saldo persediaan per
31 Desember 2014 audited berdasarkan stock opname
persediaan per 31 Desember 2014 dengan menggunakan metode
periodik;

3) mengidentifikasi persediaan per 31 Desember 2014 yang belum
tercatat dalam saldo persediaan per 31 Desember 2014 audited;



C.

4)

S)

6)

menghitung ulang nilai persediaan persediaan dengan
menggunakan kebijakan akuntansi 2015 (metode FIFO (First In
Fisrt Out)

membuat mutasi tambah dan kurang atau jurnal koreksi atas
perubahan saldo persediaan per 31 Desember 2014 audited
berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi;

membebankan dampak dari penyajian kembali akun persediaan
ke ekuitas.

Beban Dibayar Dimuka

1)

2)

3)

4)

memperoleh saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2014
audited dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

mengidentifikasi pengeluaran belanja tahun 2014 yang
mempunyai manfaat di masa depan per 31 Desember 2014,
sebagai contoh beban sewa gedung, beban premi asuransi, dan
lainnya yang mempunyai manfaat lebih dari 31 Desember 2014
(jatuh tempo/kontrak berakhir setelah 31 Desember 2014) yang
belum tercatat dalam saldo beban dibayar dimuka per 31
Desember 2014 audited;

membuat mutasi tambah dan kurang atau jurnal koreksi atas
perubahan saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2014
audited berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi.

membebankan dampak dari penyajian kembali akun beban
dibayar di muka ke ekuitas.

Investasi Jangka Panjang

1)

2)

3)

4)

memperoleh saldo investasi jangka panjang per 31 Desember
2014 audited dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah,
berupa investasi non permanen;

melakukan pencatatan dan verifikasi atas saldo investasi jangka
panjang per 31 Desember 2014 audited,;

mengidentifikasi investasi jangka panjang per 31 Desember
2014 yang belum tercatat dalam saldo investasi jangka panjang
per 31 Desember 2014 audited;

membuat mutasi tambah dan kurang atau jurnal koreksi atas
perubahan saldo investasi jangka panjang per 31 Desember
2014 audited berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi;

5) membebankan dampak dari penyajian kembali akun investasi

jangka panjang ke ekuitas

Aset Tetap

1) memperoleh saldo aset tetap per 31 Desember 2014 audited dari
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

2) rekonsiliasi database SIMDA BMD dengan saldo aset tetap
neraca audited,

3) melakukan pencatatan dan verifikasi atas saldo aset tetap per
31 Desember 2014 audited,

4) mengidentifikasi aset tetap per 31 Desember 2014 yang belum
tercatat dalam saldo aset tetap per 31 Desember 2014 audited;

5) membuat mutasi tambah dan kurang atau jurnal koreksi atas
perubahan saldo aset tetap per 31 Desember 2014 audited
berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi;

6) rekonsiliasi perubahan saldo aset tetap per 31 Desember 2014

audited berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi dengan
database SIMDA BMD;



7)

8)

melakukan perhitungan penyusutan aset tetap per 31 Desember
2014 berdasarkan hasil rekonsiliasi tersebut dengan
menggunakan aplikasi SIMDA BMD sebagai dasar penyajian
kembali nilai aset tetap dan penyusutannya;

perhitungan penyusutan aset tetap mengacu pada Peraturan
Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
yaitu dengan menggunakan metode garis lurus dengan estimasi
masa manfaat ekonomis sebagai berikut:

Masa
Kodefikasi Uraian Manfaat
1|3 ASET TETAP
1/3(2 Peralatan dan Mesin
1{3([2]|1 | Alat-Alat Besar Darat 10
1{3]|2]| 2 | Alat-Alat Besar Apung 8
13213 Alat-alat Bantu 7
1|3]|2]| 4 | Alat Angkutan Darat Bermotor 7
1| 3|2]|5 | Alat Angkutan Berat Tak Bermotor 2
1{3]2 |6 [ Alat Angkut Apung Bermotor 10
11327 | Alat Angkut Apung Tak Bermotor 3
1{ 3| 2| 8 | Alat Angkut Bermotor Udara 20
1{3]2}9 | Alat Bengkel Bermesin 10
1| 32|10 | Alat Bengkel Tak Bermesin 5
1/3|2|11 | Alat Ukur 5
1| 32|12 | Alat Pengolahan Pertanian 4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat
11312113 Penyimpan Pertanian / 4
1|1 3|2]14 | Alat Kantor S
1| 3| 2|15 | Alat Rumah Tangga 5
1| 3] 2|16 | Peralatan Komputer 4
1| 3|2 |17 | Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5
1|3} 2|18 | Alat Studio 5
1] 3|2]19 | Alat Komunikasi 5
1| 3|2 |20 | Peralatan Pemancar 10
1| 3|2 |21 | Alat Kedokteran S
1| 3|2 {22 | Alat Kesehatan 5
1| 3|2 |23 | Unit-Unit Laboratorium 8
1| 3|2 |24 | Alat Peraga/Praktek Sekolah 10
1| 3|2 |25 | Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 15
Alat Laboratorium Fisika Nuklir
1131226 | Eiektronika / 15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi
1)3]2(27 | G ncan / 10
o8 Radiatiop Aplication and Non 10
Destructive Testing Laboratory (BATAM)
29 | Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 7
30 | Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 15
31 | Senjata Api 10
32 | Persenjataan Non Senjata Api 3
33 | Alat Keamanan dan Perlindungan 5
Gedung dan Bangunan
1 | Bangunan Gedung Tempat Kerja 50
2 | Bangunan Gedung Tempat Tinggal 50
3 | Bangunan Menara 40
4 | Bangunan Bersejarah 50
5 | Tugu Peringatan 50




9)

10)

11)

Kodefikasi Uraian oo
6 | Candi 50
7 | Monumen/Bangunan Bersejarah 50
8 | Tugu Peringatan Lain 50
9 | Tugu Titik Kontrol/Pasti 50
10 | Rambu-Rambu 50
11 | Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 50

Jalan, Irigasi, dan Jaringan
1 | Jalan 10
2 | Jembatan 50
3 | Bangunan Air Irigasi S0
4 | Bangunan Air Pasang Surut 50
5 | Bangunan Air Rawa 25
6 Bangunan Pengaman Sungai dan 10

Penanggulangan Bencana Alam
7 Bangunan Pengembangan Sumber Air 30

dan Air Tanah

Bangunan Air Bersih /Baku 40
9 | Bangunan Air Kotor 40
10 | Bangunan Air 40
11 | Instalasi Air Minum/Air Bersih 30
12 | Instalasi Air Kotor 30
13 | Instalasi Pengolahan Sampah 10
14 | Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10
15 | Instalasi Pembangkit Listrik 40
16 | Instalasi Gardu Listrik 40
17 | Instalasi Pertahanan 30
18 | Instalasi Gas 30
19 | Instalasi Pengaman 20
20 | Jaringan Air Minum 30
21 | Jaringan Listrik 40
22 | Jaringan Telepon 20
23 | Jaringan Gas 30

Perhitungan penyusutan dihitung sejak tanggal perolehannya
dan tanpa nilai residu.

Hasil perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap dicatat
sebagai akumulasi penyusutan dan mengurangi nilai tercatat
aset tetap tersebut.

Hasil perhitungan ulang akumulasi penyusutan dibebankan ke
ekuitas.

f. Aset Tidak Berwujud

1)
2)
3)

4)

S)

Memperoleh saldo aset tidak berwujud per 31 Desember 2014
audited dari BPKAD;

Rekonsiliasi database SIMDA BMD dengan saldo aset tidak
berwujud neraca audited;

Melakukan pencatatan dan verifikasi atas saldo aset tidak
berwujud per 31 Desember 2014 audited;

Mengidentifikasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2014
yang belum tercatat dalam saldo aset tidak berwujud per 31
Desember 2014 audited,

Membuat mutasi tambah dan kurang atau jurnal koreksi atas

perubahan saldo aset tidak berwujud per 31 Desember 2014
audited berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi;



6) Rekonsiliasi perubahan saldo tidak berwujud per 31 Desember
2014 audited berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi
dengan database SIMDA BMD;

7) Melakukan perhitungan amortisasi aset tidak berwujud per 31
Desember 2014 atas saldo aset tidak berwujud per 31 Desember
2014 audited berdasarkan hasil rekonsiliasi tersebut dengan
menggunakan aplikasi SIMDA BMD sebagai dasar penyajian
kembali nilai aset tidak berwujud dan amortisasinya;

8) Perhitungan amortisasi aset tidak berwujud mengacu pada
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara, yaitu diamortisasi secara garis lurus;

9) Membebankan dampak dari penyajian kembali akun aset tidak
berwujud ke ekuitas.

Aset Lainnya - Aset yang Dikerjasamakan

1) Memperoleh saldo aset lainnya - aset yang dikerjasamakan per
31 Desember 2014 audited dari Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah;

2) Rekonsiliasi database SIMDA BMD dengan saldo aset lainnya -
aset yang dikerjasamakan neraca audited,;

3) Melakukan pencatatan dan verifikasi atas saldo aset lainnya -
aset yang dikerjasamakan per 31 Desember 2014 audited,

4) Mengidentifikasi aset lainnya - aset yang dikerjasamakan per 31
Desember 2014 yang belum tercatat dalam saldo aset tetap per
31 Desember 2014 audited,

5) Membuat mutasi tambah dan kurang atau jurnal koreksi atas
perubahan saldo aset lainnya - aset yang dikerjasamakan per
31 Desember 2014 audited berdasarkan hasil verifikasi dan
identifikasi;

6) Rekonsiliasi perubahan saldo aset lainnya - aset yang
dikerjasamakan per 31 Desember 2014 audited berdasarkan
hasil verifikasi dan identifikasi dengan database SIMDA BMD;

7) Melakukan perhitungan penyusutan aset lainnya - aset yang
dikerjasamakan per 31 Desember 2014 atas saldo aset tetap per
31 Desember 2014 audited berdasarkan hasil rekonsiliasi
tersebut dengan menggunakan aplikasi SIMDA BMD sebagai
dasar penyajian kembali nilai aset aset lainnya - aset yang
dikerjasamakan dan penyusutannya,

8) Perhitungan penyusutan aset lainnya - aset yang
dikerjasamakan smengacu pada Peraturan Bupati Kutai
Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara,
sebagaimana perhitungan penyusutan pada aset tetap.

9) Membebankan dampak dari penyajian kembali akun aset
lainnya-aset dikerjasamakan ke ekuitas.

Aset Lainnya - Aset Rusak Berat/Hilang/Dalam Penelusuran

1) Memperoleh saldo aset lainnya - aset rusak berat/hilang/ dalam
penelusuran per 31 Desember 2014 audited dari Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

2) Rekonsiliasi database SIMDA BMD dengan saldo aset lainnya -
aset rusak berat/hilang/dalam penelusuran neraca audited,

3) Melakukan pencatatan dan verifikasi atas saldo aset lainnya -

aset rusak berat/hilang/dalam penelusuran per 31 Desember
2014 audited,



4)

S)

6)

7)

8)

9)

Mengidentifikasi aset lainnya - aset rusak berat/hilang/dalam
penelusuran per 31 Desember 2014 yang belum tercatat dalam
saldo aset lainnya — aset rusak berat/hilang/dalam penelusuran
per 31 Desember 2014 audited,

Membuat mutasi tambah dan kurang atau jurnal koreksi atas
perubahan saldo aset lainnya - aset rusak berat/hilang/dalam
penelusuran per 31 Desember 2014 audited berdasarkan hasil
verifikasi dan identifikasi;

Rekonsiliasi perubahan saldo aset lainnya - aset rusak
berat/hilang/dalam penelusuran per 31 Desember 2014 audited
berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi dengan database
SIMDA BMD;

Melakukan perhitungan penyusutan aset lainnya — aset rusak
berat/hilang/dalam penelusuran per 31 Desember 2014 atas
saldo aset lainnya - aset rusak berat/hilang/dalam penelusuran
per 31 Desember 2014 audited berdasarkan hasil rekonsiliasi
tersebut dengan menggunakan aplikasi SIMDA BMD sebagai
dasar penyajian kembali nilai aset lainnya - aset rusak
berat/hilang/dalam penelusuran dan penyusutannya;
Perhitungan penyusutan aset lainnya - aset rusak
berat/hilang/dalam penelusuran mengacu pada Peraturan
Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara,
sebagaimana perhitungan penyusutan pada aset lainnya.
Membebankan dampak dari penyajian kembali akun persediaan
ke ekuitas.

Kewajiban Jangka Pendek

1)

2)

3)

4)

S)

Memperoleh saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember
2014 audited dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah,
berupa utang pihak ketiga, utang PFK, dan utang jangka pendek
lainnya;

Melakukan pencatatan dan verifikasi atas kewajiban jangka
pendek per 31 Desember 2014 audited,

Mengidentifikasi kewajiban jangka pendek per 31 Desember
2014 yang belum tercatat dalam saldo kewajiban jangka pendek
penelusuran per 31 Desember 2014 audited,

Membuat mutasi tambah dan kurang atau jurnal koreksi atas
perubahan kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2014
audited berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi.
Membebankan dampak dari penyajian kembali akun kewajiban
jangka pendek ke ekuitas.

Ekuitas

1)
2)
3)
4)

S)

Memperoleh saldo ekuitas per 31 Desember 2014 audited dari
SKPD;

Melakukan pencatatan dan verifikasi atas ekuitas per 31
Desember 2014 audited;

Menggabungkan ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi,
dan ekuitas dana cadangan dalam akun ekuitas.
Menginventarisir dampak penyajian kembali seluruh akun
neraca yang berdampak terhadap ekuitas;

Membuat mutasi tambah dan kurang atau jurnal koreksi atas
perubahan saldo ekuitas per 31 Desember 2014 audited
berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi dampak penyajian
kembali akun neraca yang lain.
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Akun-akun neraca yang di-restated atau disajikan kembali adalah
akun-akun neraca yang berdasarkan saldo akhir neraca per 31
Desember 2014 aqudited. Selanjutnya SKPD menyajikan mutasi

tambah dan kurang.

Penjelasan atas mutasi tambah dan kurang atau perbedaan antara
neraca per 31 Desember 2014 audited dengan neraca per 31
Desember 2014 restated, dijelaskan pada Catatan atas Laporan
Keuangan (Neraca) per 31 Desember 2014 restated.

2. TAHAPAN PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) NERACA
PEMERINTAH DAERAH

Langkah kerja SKPKD untuk penyajian kembali (restatement) akun-

akun neraca PPKD per 31 Desember 2014 audited sebagai berikut:

a. Mendistribusikan neraca SKPD per 31Desember 2014 audited ke
seluruh SKPD sebagai dasar atau bahan SKPD memulai langkah
kerja penyajian kembali (restatement) akun-akun neraca;

b. Melakukan verifikasi atas penyajian kembali (restatement) akun-
akun neraca SKPD per 31 Desember 2014 audited yang telah dibuat
oleh SKPD;

c. Melakukan penyajian kembali atas neraca PPKD per 31Desember
2014 audited, sebagai berikut:
1) Piutang

a) Memperoleh saldo piutang per 31 Desember 2014 audited,
berupa piutang dana bagi hasil dan piutang dana alokasi
khusus;

b) Melakukan pencatatan dan verifikasi atas saldo piutang per
31 Desember 2014 audited,

c¢) Melakukan identifikasi atas piutang per 31 Desember 2014
yang belum tercatat dalam saldo piutang per 31 Desember
2014 audited,

d) Membuat mutasi tambah dan kurang atau jurnal koreksi
atas perubahan saldo piutang per 31 Desember 2014
audited berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi;

e) Melakukan perhitungan penyisihan piutang per 31
Desember 2014 atas saldo piutang per 31 Desember 2014
audited setelah verifikasi dan identifikasi sebagai dasar
penyajian kembali nilai piutang dan penyisihannya;

f) Perhitungan penyisihan piutang mengacu pada Peraturan
Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara, sebagai berikut:

Penyisihan piutang yang berasal dari perikatan, pemberian
pinjaman, penjualan dan pemberian fasilitas jasa, transfer
tar pemerintah, karena ganti rugi, dan piutang lainnya,

yaitu:
. Taksiran
No Umur Il?i;::latlelxtfs Piutang Tak
8 Tertagih
1| 0-1tahun Lancar 0%
2 | Diatas 1 -2 tahun | Kurang Lancar 25%
3 | Diatas 2 - 3 tahun | Diragukan S50%
4 | Diatas 3 Tahun Macet 100%




2) Investasi Jangka Panjang

a)

b)

d)

Memperoleh saldo investasi jangka panjang per 31 Desember
2014 audited dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah, berupa investasi non permanen dan investasi
permanen;

Melakukan pencatatan dan verifikasi atas saldo investasi
jangka panjang per 31 Desember 2014 audited;
Mengidentifikasi investasi jangka panjang per 31 Desember
2014 yang belum tercatat dalam saldo investasi jangka
panjang per 31 Desember 2014 audited;

Membuat mutasi tambah dan kurang atau jurnal koreksi
atas perubahan saldo investasi jangka panjang per 31
Desember 2014 audited berdasarkan hasil verifikasi dan
identifikasi;

3) Aset Lainnya - Aset yang Dikerjasamakan

4)

a)

b)

c)

d)

Memperoleh saldo aset lainnya-aset yang dikerjasamakan
per 31 Desember 2014 audited;

Melakukan pencatatan dan verifikasi atas saldo aset
lainnya-aset yang dikerjasamakan per 31 Desember 2014
audited;

Mengidentifikasi aset lainnya - aset yang dikerjasamakan
per 31 Desember 2014 yang belum tercatat dalam saldo aset
tetap per 31 Desember 2014 audited;

Membuat mutasi tambah dan kurang atau jurnal koreksi
atas perubahan saldo aset lainnya - aset yang
dikerjasamakan per 31 Desember 2014 audited berdasarkan
hasil verifikasi dan identifikasi;

Melakukan perhitungan penyusutan aset lainnya — aset yang
dikerjasamakan per 31 Desember 2014 atas saldo aset tetap
per 31 Desember 2014 audited berdasarkan hasil verifikasi
dan identifikasi sebagai dasar penyajian kembali nilai aset
aset lainnya - aset yang dikerjasamakan dan
penyusutannya,

Perhitungan penyusutan aset lainnya - aset yang
dikerjasamakan mengacu pada Peraturan Bupati Kutai
Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara,
sebagaimana perhitungan penyusutan pada aset tetap.

Kewajiban Jangka Pendek

a)

b)

d)

Memperoleh saldo kewajiban jangka pendek per 31
Desember 2014 audited dari Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah, berupa utang PFK, utang pihak ketiga dan
utang jangka pendek lainnya.

Melakukan pencatatan dan verifikasi atas kewajiban jangka
pendek per 31 Desember 2014 audited;

Mengidentifikasi kewajiban jangka pendek per 31 Desember
2014 yang belum tercatat dalam saldo kewajiban jangka
pendek penelusuran per 31 Desember 2014 audited;

Membuat mutasi tambah dan kurang atau jurnal koreksi

atas perubahan kewajiban jangka pendek per 31 Desember
2014 audited berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi.



5) Ekuitas

a)
b)

c)

d)

Memperoleh saldo ekuitas per 31 Desember 2014 audited;

Melakukan pencatatan dan verifikasi atas ekuitas per 31
Desember 2014 audited;

Mengidentifikasi ekuitas per 31 Desember 2014 yang belum
tercatat dalam saldo ekuitas per 31 Desember 2014 audited;

Membuat mutasi tambah dan kurang atau jurnal koreksi
atas perubahan saldo ekuitas per 31 Desember 2014 audited
berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi.

Setelah saldo akhir akun-akun neraca per 31 Desember
2014 audited setelah penyajian kembali (restatement) telah
selesai, selanjutnya menyajikan neraca per 31 Desember
2014 audited, mutasi tambah dan kurang serta neraca per
31 Desember 2014 audited yang telah disajikan kembali
(restated).

Penjelasan atas mutasi tambah dan kurang atau perbedaan
antara neraca per 31 Desember 2014 audited dengan neraca
per 31 Desember 2014 audited yang telah disajikan kembali
(restated), dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan
(Neraca) per 31 Desember 2014 Restated.

SKPKD mengkonsolidasi neraca per 31 Desember 2014
audited, mutasi tambah dan kurang, dan neraca per 31
Desember 2014 audited yang telah disajikan kembali
(restated) SKPKD dan seluruh SKPD, serta mengkonsolidasi
penjelasan mutasi tambah dan kurang pada Catatan atas
Laporan Keuangan (Neraca) per 31 Desember 2014 restated.

3. PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH DAERAH

Laporan Arus Kas perlu dilakukan penyajian kembali dalam hal
reklasifikasi pengelompokan jenis arus kas masuk dan keluar sebagai

berikut:
No No PP 24/2005 PP 71/2010
1 Arus Kas dari Aktivitas Arus Kas dari
Operasi * * Aktivitas Operasi
Arus Kas dari Aktivitas .
2 Investasi Aset Non Aru§ }{as dari .
K Aktivitas Investasi
euangan
Arus Kas dari Aktivitas Arus Kas dari
3 . Aktivitas
Pembiayaan
Pendanaan
Arus Kas dari Aktivitas Arus Kas dari
4 Aktivitas
Non Anggaran .
Transitoris

Beberapa hal penting terkait dengan penyajian kembali arus kas adalah
sebagai berikut:

a) Reklasifikasi dari arus kas aktifitas pembiayaan ke aktivitas
investasi berupa:

(1) Investasi/Divestasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
(2) Penerimaan Kembali/Pengeluaran Investasi Non Permanen;
(38) Pembentukan/Pencairan Dana Cadangan.



b) Reklasifikasi dari Aktifitas Pembiayaan ke Aktifitas Pendanaan:

(1) Penerimaan Utang;

(2) Pembayaran Pokok Utang.
Langkah kerja SKPKD untuk penyajian kembali (restatement)
akun-akun Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah per 31
Desember 2014 audited sebagai berikut:

a) Memperoleh saldo akun-akun Laporan Arus Kas per 31
Desember 2014 audited;

b) Melakukan reklasifikasi atas saldo akun-akun Laporan
Arus Kas per 31 Desember 2014 audited sesuai PP 71
Tahun 2010;

c) Menyajikan Laporan Arus Kas per 31 Desember 2014
restated (yang telah disajikan kembali).

C. PENYAJIAN KOMPARATIF ATAS LAPORAN KEUANGAN SKPD DAN
PEMERINTAH DAERAH

Laporan keuangan SKPD Tahun 2015 yang disajikan komparatif dengan
laporan keuangan Tahun 2014 yang telah direstated adalah:

a.
b.

Neraca

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan keuangan SKPKD dan Pemerintah Daerah Tahun 2015 yang
disajikan komparatif dengan laporan keuangan Tahun 2014 yang telah
direstated adalah:

a. Neraca
b. Laporan Realisasi Anggaran
c. Laporan Arus Kas

Agar Laporan Keuangan SKPD/SKPKD dan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Tahun 2015 dapat disajikan komparatif dengan Laporan Keuangan
restated, maka langkah kerja yang dilakukan sebagai berikut:

1.

SKPD melakukan input saldo awal Neraca pada SIMDA Keuangan
Tahun 2015 menggunakan data Neraca per 31 Desember 2014
restated.

SKPKD melakukan input saldo awal Neraca pada SIMDA Keuangan
Tahun 2015 menggunakan data Neraca per 31 Desember 2014
restated.

SKPKD melakukan input saldo awal LAK pada SIMDA Keuangan Tahun
2015 menggunakan data LAK per 31 Desember 2014 restated.

Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
ttd
H. CHAIRIL ANWAR

Salinan Sesuai ‘Dengan Aslinya
Sekretatiat Kabupaten Kutai Kartanegara

NIP. 19780605 0212 1 002
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NERACA

sesisiusnsavusass AN BIKPD ousanvsssvsss
Per 31 Desember 2014
(Dalam Rupiah)
LR Auditedzou Restat:!o"
ASET - - - o
T ASETLANGAR T E——————— —
"~ KesDiKesDaeran - 7 | Y0000 | 0K
Kas Di Bendahara Penerimaan - I 000000K| 7 XXXHAXK
Kas Di Bendahara Pengeluaran ’ - ! xo000x| 00000
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah - : o KXKXKXK _ o M
" Investasi Jangka Pendek 7 - . 00000 7 XXXXXXX
N Prutang Pajak - 7 - . 2 7777‘XXXXXXX"— - 7 XXXXXXXV
Piutang Retribusi S ' o XOOOKXXX S 000000
Pisang Dana Bagi Hasl - XO0OKK KXKKXKX
Piutang Dana Alokasi Umun'-lm o - R o --X- XXXXXX_* 77 ) —XXXXXXX_
Hu}aﬁg bana Alokasi Khusus o o - HOOCOKX o o —XX;(M
Baglan Lancar ijaman kepada Peru&ciai N - m [ T XXXXXXX]
Penyrsuhan Plutang B . - (MOOOKXX) 7 (XOXXXXX),
Piutang Laln—lam - ' o _ - oxoooox| o XOORKXXX
"~ Persediaan - o O oxoooox| XOOOOKX]
' ﬁ”?B;Enj? d;bayar dimuka o I i Coxooox|] XOOKXXX
JUMLAH ASET LANCAR o B XX 7 XXXXXXX
INVESTASI JANGKA PANJANGW S ¥ N -
Investasi Non Permanen - I 7 -
ijama-; I(?p;da Perusahaan Negara o N KOO B _ OO0
Plnjénﬁén k_e;;da Perusahaan D;réh . I KOO o 'rxxxxx
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainn;ra o R xx)o<xxx' 7 OO
Investasi Dalam Surat Utang Negara I _ _7)(}00()00(- A *xxxxxxx
lnvestast Non Permanen Lamnya - _ YOO - '7xxxxxxx
@JUAMLAH Investasi Non Pem'tanen - _ HOO0OXXX e - xx;x}a,xﬂ
Investasi Pe‘r_r;;;len o _ 1 o
- F'enyertaan Modal Pe;\erﬁngﬁ Daerah _ xxxxxxmx- o xxxxx'x— _x'
Penyerlaan Modal Dalam Proyek Pembangunan i - XHKXXXX xxixixxxx
| Penyertaan Modal Perusahaan Patungan - XOOKKK| 0000
Invertasi Permanen Lainnya - - XOOXXKX - '*xxxxxxx
JUMLAH Investasi Permanen 7 N X000 X0
 JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG - XXXXXXX 000X
. ASETTETAP o I R
Tanah - ) XOOOKXXX - 00000
Peralatan &;r't“Mesln 7 . 7 KKK o xx_xx _ _ XXX
Gedung dan Bangunan - D XOOCOKX i _ KOO
Jalan, Jaringan dan Instalasi o I XOOOKKX 200000
| AsetTetplannya I XXXXKXX i XXKXXXX
Konstmksl Dalam Pengerjaan R - B - T KOO o XRXXXXX]
Akumul_a_s-i_Penyusutan - - o xxxxxxx- j - xxxxx_x_x“
JUMLAH ﬁ_ET TETAP N | N . 7XXXXXXX 2000000
DANA CADANGAN ) o
Dana Caaéngan o OO XXXXXX)qih
JUMLAH DANA CADANGAN R - _ woooxx| Axxxxxxx)
| ASETLAINNYA o - _ - -
Tagnhan Prutar-;g Penjualan Angsuran ol o HOOOCKKX XXX
Taglhan Tuntutan Ganti Karuglan Daerah o o - KOO i : XXXXK}(X.
o ﬁK;;n;t;ahn Dengan Pihak Kéllga : i o xxxxxx—x- ) XOOXXX]
~ Aset Tidak Be Berwulud - - - - JOOOXX N a *xxxxxxxk
- ;.:;e; Lam-lam - 7 - B KXHKXHXX o XXXXTXX
JUMLAH ASET LAINNYA o S XOOXXXX . XXXXXXX
= - K

JUMLAH ASET




URAIAN pudod Restatad
KEWAJIBAN
KEWAUJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) JOKKXXX KOO
Utang Bunga XXOXKKXX JOOKX]
Utang Pajak JOOKXXX JXOOOXXX
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Bank 2O000KK O]
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Obligasi HOOXXXX OOKXX
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerinteh Pusat JOOOKX| JOOXXXX]
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Provinsi OOOKRX AOOOKXN
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Kabupaten/Kota D .9.9.0.4.¢.4 2000KXX
it Utang Kepada Pihak Ketiga XOOOKXX XOOO00KK
Utang Transfer XXX HOOKXXX]
Utang Jangka Pendek Lainnya OO0 X000
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK XXX HXXXXXX
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan XOOOKXX XXX
Utang Dalam Negeri-Obligasi 200000 XXX
Utang Pemerintah Pusat KO0 KON
Utang Pemerintah Provinsi KOO KON
Utang Pemerintah Kabupaten/Kota KOXOOOKXK XXXXXXX“
Utang Dalam Negeri - Jaminan Reklamasi XOOORKKX 000000
Utang Dalam Negeri - Jaminan Kesungguhan YO00000K 000000
Utang Datam Negeri - Jaminan Kesehatan Masyarakat XOOOKKKK 000004
Utang Luar Negeri-Sektor Perbanken XOOOKXXX xo00000d]
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG XXXXXXX xoouooud]
JUMLAH KEWAJIBAN XXXXXXX 000000
EKUITAS XXXXXXX
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (EKUITAS DANA) XXXXXXX XXXXXXX
Tenggarong, ........... Desember 2015
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URAIAN Wﬂ" Tambah Kurang wma
EXUITAS DANA
EXUITAS DANA LANCAR
Sisa Lebih Pomblayaan Anggaran (SILPA) 3000000 3000000K 0.00
Cadangan Untuk Phrtang 300000KX| 30000004] 0.00
Codangan Untuk Persedisan 000000 3000000 0.00
Dana yang Hans Untk P Utang Jangka Pendok Y00000( %00000] 0.00
Pendapaten yang Ditenggutkan 3000000¢ 0.00
JUMLAH EXUITAS DANA LANCAR XO00000C 0.00
EXUITAS DANA [NVESTAS!
Dilnvestastkan Dalam Investasi Jangka Panjang X000000K] 300000K 0.00
Difavestastken Delam Aset Tetzp X000000K| 300000K 0.00
Ditnvestasiken Dalam Aset Lainnya (Tidak Termasuk Dana Cadangan) %00000¢] 000000 0.00
Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Uteng Jangka Panjang 0000 2000000 0.00
JUMLAH EXUITAS DANA INVESTASI X)000KKK| 0.00
EXUITAS DANA CADANGAN |
Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan 300000CX| 00000 0.00
JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN Y0000 xooooo0d| 0.00
JUMLAN EKUITAS DANA Y00000K X0000KX]] 0,00
EKUITAS 30000000
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (EKUITAS DANA) 000000 " x0000000] o000
' I
Tenggarong, .......... Desember 2015




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN ARUS KAS (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S.D. 31 DESEMBER 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN ARUS KAS (RESTATED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S.D. 31 DESEMBER 2014

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan

URAIAN CATATAN SALDO 2014
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 5.3.1 >
Arus Kas Masuk :
Pajak Daerah YOOOCO00000KK,
Retribusi Daerah XRXHOOOOK
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan YXOTOOOOODK
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 30000000000
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 00000000000
Dana Alokasi Umum 20000000000 |
Dana Alokasi Khusus J0O000O00T00K
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
l.ainny?g‘ * ARRRRCO
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus RHRXIOOOCOOKX
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
Lainya g 200000000000¢
Jumiah FOTOKEXX|
Arus Kas Keluar :
Belanja Pegawai X000000000K
Belanja Barang dan Jasa X000
Belanja Subsidi Y0O00000000X!
Belanja Hibah X000
Belanja Bantuan Sosial 300000000000
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintahan Desa HeeIpananan
Belanja Tidak Terduga 3000000000
Jumiah KOOXKX|
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi XRXXXXKKX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTAS! ASET NONKEUANGAN 5.3.2 >
Arus Kas Masuk :
Penjualan Aset Pemda yang Tidak Digunakan 00000000000
Jumlah XXRXXAXXR
Arus Kas Keluar : B EEE
Belanja Modal Tanah JOOVOCOCO0K,
Belanja Modal Peralatan dan Mesin J00000000000%
Belanja Modal Bangunan dan Gedung X000
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 00000000000
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 30000000000,
Belanja Modal Aset Lainnya 300000000000
Jumlah FIOIXKAKNX
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan XIXXRXKXX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN 5.3.3 —>
Arus Kas Masuk :
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 30000000000
Penerimaan Piutang Daerah XO000000000
_Jumiah XXKXUKKAK
Arus Kas Keluar ;
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah JOOCCOOKRX
Pembayaran Pokok Utang YOOO0000000K
Jumiah RXAKRAKX

URAIAN CATATAN SALDO 2014
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 5.3.1
Arus Kas Masuk :
Pajak Daerah XO00I000COK
Retribusi Daerah OO0
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Y000000000K
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 300000000000 |
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 3000000000
Dana Alokasi Umum 0000000000
Dana Alokasi Khusus Y00000000000¢
an:‘:::g Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah R
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus X00000000000¢
Ba_ntuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
Lainnya
Jumiah JORXARAX
Arus Kas Keluar :
Belanja Pegawai YOOOC000000K,
Belanja Barang dan Jasa 30000000000
Belanja Subsidi Y000000000K!
Belanja Hibah Y00000COTNHK
Belanja Bantuan Sosial 2000000000,
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintehan Desa T
| Belanja Tidak Terduga YOOI0OIOKK
Jumlah XRXXXKXXX |
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi XEXXXXXXX |
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN 5.3.2
Arus Kas Masuk :
Penjualan Aset Pemda yang Tidak Digunakan YOO0IA0THK
Jumiah YOOCXXXXXX
Arus Kas Keluar 'T
Belanja Modal Tanah JOOOOCOOONX |
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30000000000
Belanja Modal Bangunan dan Gedung X000000000K
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Y00000000DNK
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya XO0000000CNK
Belanja Modal Aset Lainnya YO000O0COO0K,
Jumlah XURXXXXKX
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan XOUXXXRKXX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN 6.3.3
Arus Kas Masuk :
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman YOO00DTO00K
Penerimaan Piutang Daerah 3000000000
Jumtah XXXRXXXXX
Arus Kas Keluar :
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 3000000000
Pembayaran Pokok Utang X00C00000N
Jumlah

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan_




URAIAN CATATAN SALDO 2014
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN 5.3.4
Arus Kas Masuk :
Per!enmaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BUD Tahun
Berjalan
PFK BLUD belum disetor XOOOOOBOXK
Titipan Pihak Ke-3 berupa SP2D BIm Dicairkan di Kasda XOOHOONK
K.as Bem_‘lahara Pengeluaran Tahun Sebelumnya (setelah
dikurangi PFK)
Penerimaan Kembali Kesalahan Pendebetan Bank XOORXXKHK
Penerimaan yang berasal dari piutang PFK (pengembalian
SP2D yang double Pencairan 2014)
Jumiah XXXXXXXXX
Arus Kas Keluar :
Paqgeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BUD Tahun
Berjalan
Kas Bendahara Pengeluaran Tahun berjalan (setelah
dikurangi PFK)
SP2D 2013 yang Cair di 2014 (dikurang SP2D Ganda 2014) XOOOOOONHXKXX
Pendebetan SP2D Batal dan Pendebetan Ganda XXX
Setoran PFK BLUD XOOOOOOOKXXX
Kesalahan Bank dalam melakukan debet rekening XOO0OORCONXX
PFK yang telah diakui sebagai pendapatan JOOO0OOOOOXX
Dana yang berasal dari kapitasi BPJS XOOOOOOCONX
Jumlah XXXXXXXXX
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran XXXXXXXXX
Kenaikan / Penurunan Kas 5.3.5 XOOOCOODCOOK
Saldo Awal Kas BUD dan BLUD JOO0OOOOCKK
Saldo Akhir Kas BUD dan BLUD 5.3.6 JO0000CO0ONK
Terdiri dari:
Kas di Kas Daerah JOOCOOOOOKRX
Kas di BLUD YOOO0OOOOK
SALDO KAS BUD DAN BLUD XXXXXXXXX
SALDO KAS BENDAHARA PENERIMAAN SOOI
SALDO KAS BENDAHARA PENGELUARAN JOO0OCCOK
TOTAL SALDO KAS XXAXXXXKX
Tenggarong, .......oereessessenns 2015
BUPATI,

v

URAIAN CATATAN SALDO 2014
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS 5.3.4
Arus Kas Masuk :
Peqen‘maan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BUD Tahun
Berjalan
PFK BLUD belum disetor XOOOOCOO00XK
Titipan Pihak Ke-3 berupa SP2D Blm Dicairkan di Kasda JOOOTOOOOOK
K'as Benf.iahara Pengeluaran Tahun Sebelumnya (setelah
dikurangi PFK)
Penerimaan Kembali Kesalahan Pendebetan Bank XOCO000O0COK
Penerimaan yang berasal dari piutang PFK (pengembalian
SP2D yang double Pencairan 2014)
Jumlah XXXXXXXXX
Arus Kas Keluar :
Per!geluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BUD Tahun
Berjalan 2000000000
g:i )Bendahara Pengeluaran Tahun berjalan (setelah dikurangi
SP2D 2013 yang Cair di 2014 (dikurang SP2D Ganda 2014) KXOOTCOXRIKKK
Pendebetan SP2D Batal dan Pendebetan Ganda XOOOOOOVOK
Setoran PFK BLUD XOOCOOIOOKK
Kesalahan Bank dalam melakukan debet rekening JOOOOKOO0OK
PFK yang telah diakui sebagal pendapatan XOO00OOO0CON
Dana yang berasal dari kapitasi BPJS YOOOOOOOOOKK
Jumlah XXXXXXXXX
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran XXXXXXXXX
Kenaikan / Penurunan Kas 5.3.5 JOOOOOOOONKK
Saldo Awal Kas BUD dan BLUD JOOOCOOO00X
Saldo Akhir Kas BUD dan BLUD 5.3.6 XOOOOOOKKX
Terdiri dari:
Kas di Kas Daerah JOOOOOOOONK
Kas di BLUD XOOCOOOKNKX
SALDO KAS BUD DAN BLUD XXXXXXXXX
SALDO KAS BENDAHARA PENERIMAAN XO0000OCO000K
SALDO KAS BENDAHARA PENGELUARAN XXOOGODO00K
TOTAL SALDO KAS XXXXXXNXX
Tenggarong, ........cceerveesssness 2018

BUPATI,




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN ARUS KAS (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S.D. 31 DESEMBER 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN ARUS KAS (RESTATED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S.D. 31 DESEMBER 2014

URAIAN CATATAN SALDO 2014
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 5.3.1 >
Arus Kas Masuk :
Pajak Daerah XOOOOKKNK
Retribusi Daerah JOOOOOCONKNK
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan XOOOOO0OMXKX
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah JOO000C000K
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak JOOOOVOOONKK
Dana Alokasi Umum JOOOOO0OOMKXX
Dana Alokasi Khusus OO0
Da_na Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus JOOO00OXXXXX
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
Lainnya
Jumlah XXXXXXXAX
Arus Kas Keluar :
Belanja Pegawali SOOOO0CXXXX
Belanja Barang dan Jasa JOOO0O0OOXKKX
........ Belanja Subsidi XXO000XXXK
Belanja Hibah J0000OOON00X
Belanja Bantuan Sosial XO000000000K
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintahan Desa S
Belanja Tidak Terduga 0000000000
Jumlah XXXAXXKXX
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi XXXXXXXXX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN 5.3.2 >
Arus Kas Masuk :
Penjualan Aset Pemda yang Tidak Digunakan XX0000000K
Jumlah XXXXAXXXX
Arus Kas Keluar :
Belanja Modal Tanah 0000000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin JOOOOOO000K
Belanja Modal Bangunan dan Gedung JOOOOCOOK
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan JOOOOOCOKKX
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya OO0
Belanja Modal Aset Lainnya XOO0KXXNKXX
Jumlah XXXXXXXXX
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan XXXXXXXXX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN 5.3.3 >
Arus Kas Masuk :
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman JXOCXKINKXK
Penerimaan Piutang Daerah XXXOOO00000K
Jumlah JOOOXXXXX
Arus Kas Keluar :
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 30000000000
Pembayaran Pokok Utang XOOOOOKKKKKX
Jumlah JOOXXXXXKX
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan XXXXXXXXX

URAIAN CATATAN SALDO 2014
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 5.3.1
Arus Kas Masuk :
Pajak Daerah Y0000
Retribusi Daerah XOOOOOONNNX
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan XXHOOOOOOK
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah YOOOO00OXXX
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak X000
Dana Alokasi Umum XXOOCO000K
Dana Alokasi Khusus JOOOOOOOKXXX
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah E—
Lainnya
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus YOOOOO0000KK
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
Lainnya
Jumlah XXXXXXXXX
Arus Kas Keluar :
Belanja Pegawai Y0000
Belanja Barang dan Jasa SOOI
Belanja Subsidi JOO000CO0CK
Belanja Hibah XHOOOOO000K
Belanja Bantuan Sosial JOO00OO00XKXX
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota R —
dan Pemerintahan Desa
Belanja Tidak Terduga XXO0O000XKXX
Jumiah OOONKAX
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi XXXAXXXXX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI 5.3.2
Arus Kas Masuk :
Penjualan Aset Pemda yang Tidak Digunakan XXOO000K
Jumiah XXXXXXKXX
Arus Kas Keluar :
Belanja Modal Tanah YOO
Belanja Modal Peralatan dan Mesin X000
Belanja Modal Bangunan dan Gedung 000000000
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 3000000000
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya JOOOOOCOO0OK
Belanja Modal Aset Lainnya XOO000000000K
Jumlah XXXXXXXXX|
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan XHXXXXKXK
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN §.3.3
Arus Kas Masuk :
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 000000000
Penerimaan Piutang Daerah XXOOO0000K
Jumlah OO0
Arus Kas Keluar :
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah J0000000000C
Pembayaran Pokok Utang YOOOOOOOKXXX
Jumlah XAXXXXXXX
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan XXXXXXXXX




URAIAN CATATAN SALDO 2014
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN 5.3.4
Arus Kas Masuk :
g:g::iar;\aan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BUD Tahun 0000000000
PFK BLUD belum disetor 300000000000¢
Titipan Pihak Ke-3 berupa SP2D Bim Dicalrkan di Kasda 300000000000
Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Sebelumnya (setelah
dikurangi PFK) Y00000000000¢
Penerimaan Kembali Kesalahan Pendebetan Bank 30000000000 |
Penerimaan yang berasal dari piutang PFK (pengembalian
SP2D yang double Pencairan 2014)
Jumiah XXXXXXXXX}
Arus Kas Keluar :
;ggg'e;:aran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BUD Tahun
Kas Bendahara Pengeluaran Tahun berjalan (setelah
dikurangi PFK) J00a0000000KX
SP2D 2013 yang Calir di 2014 (dikurang SP2D Ganda 2014) 30000000000
Pendebetan SP2D Batal dan Pendebetan Ganda 300000000000
Setoran PFK BLUD 30000000000
Kesalahan Bank dalam melakukan debet rekening X0000000000C
PFK yang telah diakui sebagal pendapatan 0000000000
Dana yang berasal dari kapitasl BPJS 300000000000
Jumiah _XXXXXXXXX]
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran XXXXXXXXX
Kenaikan / Penurunan Kas 5.3.5 00000000000
Saldo Awal Kas BUD dan BLUD J0000000000KX
Saldo Akhir Kas BUD dan BLUD 5.3.6 30000000000
Terdiri dart;
Kas di Kas Daerah 30000000000
Kas di BLUD 20000000000KK
SALDO KAS BUD DAN BLUD AAXIRKX!
SALDO KAS BENDAHARA PENERIMAAN 300000000000
SALDO KAS BENDAHARA PENGELUARAN 30000000000
TOTAL SALDO KAS XAXNIOOXX
Tenggarong, .....csseieees sorsesceses 2015

BUPATI,

v

URAIAN CATATAN SALDO 2014
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS 5.3.4
Arus Kas Masuk :
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BUD Tahun
Berjalan 30000000000
PFK BLUD belum disetor 300000000000
Titipan Pihak Ke-3 berupa SP2D BIm Dicairkan di Kasda 30000000000
Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Sebelumnya (setelah
dikurangi PFK) 20000000000
Penerimaan Kemball Kesalahan Pendebetan Bank 30000000000
Penerimaan yang berasal dari piutang PFK (pengembalian ‘
SP2D yang double Pencairan 2014) 20000000000
Jumlah AXXXANXXXX|
Arus Kas Keluar :
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BUD Tahun
Berjalan 000000000
Kas Bendahara Pengeluaran Tahun berjalan (setelah dikurangi
PFK) nge 1 ( ng 30000000000
SP2D 2013 yang Calr di 2014 (dikurang SP2D Ganda 2014) 30000000000
Pendebetan SP2D Batal dan Pendebetan Ganda 0000000000
Setoran PFK BLUD 30000000000
Kesalahan Bank dalam melakukan debet rekening 00000000000C
PFK yang telah diakul sebagai pendapatan 200000000000¢
Dana yang berasal dari kapitasi BPJS 30000000000KX|
Jumlah XXAXKKXKX
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran xxxxxxxxx*
Kenaikan / Penurunan_Kas 5.3.5 Y00000000000K
Saldo Awal Kas BUD dan BLUD 200000000000¢
Saldo Akhir Kas BUD dan BLUD 5.3.6 XX000000000K
Terdiri dari:
Kas di Kas Daerah 30000000000
Kas di BLUD 000000000
SALDO KAS BUD DAN BLUD XXXXXXXXX|
SALDO KAS BENDAHARA PENERIMAAN Y0000000000K
SALDO KAS BENDAHARA PENGELUARAN 300000000000
ITOTAL SALDO KAS XOOKNX
Tenggarong, .....c..eeseese erreeenne 2018
BUPATI,




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN ARUS KAS (RESTATED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR $.D. 31 DESEMBER 2014

URAIAN CATATAN SALDO 2014
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 5.31
Arus Kas Masuk :
Pajak Daerah 0000000000
Retribusi Daerah 000000000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0000000000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0000000000
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 2000000000
Dana Alokasi Umum OOCOCOOCONK
Dana Alokasi Khusus XXO00000C00XK
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya XO000000000XK
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus JOOO000000NX
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
Lainnya 0000000000
Jumliah JOOUOIXXNX
Arus Kas Keluar :
Belanja Pegawai X00000000CK
Belanja Barang dan Jasa XH00O000CK
Belanja Subsidi XO00000000X
Belanja Hibah X0000000000K
Belanja Bantuan Sosial XO000000000K
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintahan Desa A,
Belanja Tidak Terduga YOO00000000XK
Jumiah XXXAXXNXX
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi XXXXXXXXX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN 5.3.2
Arus Kas Masuk :
Penjualan Aset Pemda yang Tidak Digunakan XOO00CO000NX
Jumlah XXHOOCXXXX
Arus Kas Keluar :
Belanja Modal Tanah YOOO00000OX|
Belanja Modal Peralatan dan Mesin X0000000000MK
Belanja Modal Bangunan dan Gedung 0000000000
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 00000000000
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya X000000C00KX
Belanja Modal Aset Lainnya X00000000XKX
Jumliah HXAXAXAXX
|Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan XEKXRKXKXK
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN 5.3.3
Arus Kas Masuk :
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 3000000000
Penerimaan Piutang Daerah JOOOKX0000
Jumlah JOOOXXAX
Arus Kas Keluar :
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah YO0O00000000KK
Pembayaran Pokok Utang XO000000KKX
Jumiah XXOOOOOOK|
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan YOO
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS 534
Arus Kas Masuk :
Per!enmaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BUD Tahun N—
Berjalan
PFK BLUD belum disetor 00000000
Titipan Pihak Ke-3 berupa SP2D Bim Dicairkan di Kasda 000000000
Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Sebelumnya (setelah
. : XXOOOO0000MKX
dikurangi PFK)
Penerimaan Kembali Kesalahan Pendebetan Bank XO000000000XK
Penerimaan yang berasal dari piutang PFK (pengembalian
SP2D yang double Pencairan 2014) AREPe
Jumlah JOOONOOKX




URAIAN CATATAN SALDO 2014
Arus Kas Keluar :
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BUD Tahun
Berjalan J000000000KX|
Kas Bendahara Pengeluaran Tahun berjalan (setelah dikurangi
PFK) 30000000000
SP2D 2013 yang Cair di 2014 (dikurang SP2D Ganda 2014) 300000000000
Pendebetan SP2D Batal dan Pendebetan Ganda 0000000000
Setoran PFK BLUD 000000000
Kegalahan Bank dalam melakukan debet rekening 30000000000
PFK yang telah diakui sebagai pendapatan 000000000
Dana yang berasal dari kapitasi BPJS X0000000000K
Jumiah RXRAXXKXAX
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran JO000000CK|
Kenaikan / Penurunan Kas 5.3.5 000000000
Saldo Awal Kas BUD dan BLUD 000000000
Saldo Akhir Kas BUD dan BLUD 5.3.6 30000000000
Terdiri dani:
Kas di Kas Daerah 00000000
Kas di BLUD 0000000000
SALDO KAS BUD DAN BLUD JOO0OKAX
SALDO KAS BENDAHARA PENERIMAAN 3000000000,
SALDO KAS BENDAHARA PENGELUARAN 30000000000
TOTAL SALDO KAS RXXXXXXXX
Tenggarong, ......cccceeeesceecerseneee 2016
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